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and forensic science. Specifically, this research examines Islamic legal
provisions regarding the burial of incomplete corpses and discusses the
dilemmas that arise Iin emergency situations, such as time constraints
and the condition of the body. On the other hand, forensic science
provides technical guidelines for identifying incomplete corpses and
the procedures required to ensure the deceased'’s rights are respected,
such as forensic analysis to recognize the identity of the deceased and
further investigation. The research method used 1s a qualitative
approach with an in-depth Iiterature review on Islamic law related to
corpse handling in emergency conditions, as well as the application of
forensic principles in handling incomplete corpses. The findings show
that although Islamic law regulates corpse handling in detail, in
emergency situations, the procedures can be adjusted according to the
principle of public welfare without diminishing the obligation to
respect the deceased. In the context of forensic science, identification
of Incomplete corpses can still be performed using appropriate
techniques, although standard procedures may not be fully applicable.

Keywords: Abstrak. Penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat
merupakan permasalahan yang kompleks, mengingat pentingnya
Corpse Handling, Islamic penghormatan terhadap jenazah dalam Islam serta tantangan yang

Law, Forensic Science, dihadapi dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau
Incomplete Corpses, Corpses kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan
Identification jenazah yang tidak utuh dari perspektif hukum Islam dan sains

forensik. Secara khusus, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum
Islam mengenai tata cara penguburan jenazah dalam kondisi yang
tidak utuh dan membahas dilema yang muncul dalam situasi darurat,
seperti keterbatasan waktu dan kondisi jenazah yang tidak sempurna.

145 | I'tigadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vo. 3 No. 2 Juni 2026


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319090983508
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319410848353
mailto:Taufiqustad1978@gmail.com
mailto:Rahmathidayat5195@gmail.com
mailto:Irwansimple95@gmail.com

Penangan Jenazah Tidak Utuh Dalam Situasi Darurat: Analisis Persepektif Hukum Islam
Dan Sains Forensik | Taufiq, Rahmat Hidayat, Irwan

Di sisi lain, sains forensik memberikan panduan teknis mengenai
identifikasi jenazah yang tidak utuh dan prosedur yang diperlukan
untuk memastikan hak-hak jenazah tetap dihormati, seperti analisis
forensik untuk mengenali identitas jenazah serta penyelidikan lebih
lanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mendalam terhadap
hukum Islam terkait pengurusan jenazah dalam kondisi darurat,
serta penerapan prinsip-prinsip forensik dalam penanganan jenazah
yang tidak utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
hukum Islam mengatur penanganan jenazah secara rinci, dalam
situasi darurat, pelaksanaan prosedur dapat disesuaikan dengan
prinsip kemaslahatan umum tanpa mengurangi kewajiban
menghormati jenazah. Dalam konteks sains forensik, identifikasi
jenazah yang tidak utuh tetap dapat dilakukan dengan teknik yang
sesuai, meskipun prosedur standar mungkin tidak dapat diterapkan
sepenuhnya

A. PENDAHULUAN

Penanganan jenazah merupakan salah satu aspek yang sangat dijaga dalam
agama Islam, yang menekankan penghormatan dan pelaksanaan prosedur
pengurusan jenazah secara sesual dengan ketentuan syariat. Dalam hukum Islam,
jenazah harus diperlakukan dengan penuh penghormatan, yang mencakup
kewajiban untuk segera dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kehormatan
jenazah, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak jenazah dan keluarganya
tetap dihormati (Fitriani et al., 2020). Proses-proses ini memiliki dasar yang kuat
dalam al-Qur'an dan hadis, yang secara jelas mengatur tata cara pengurusan
jenazah.

Dalam beberapa situasi darurat, seperti bencana alam, kecelakaan massal,
atau tindakan kriminal yang melibatkan kekerasan, kondisi jenazah yang tidak utuh
sering kali menjadi masalah besar dalam proses pengurusan jenazah. Di Indonesia,
yang sering menghadapi bencana alam besar seperti gempa bumi, tsunami, dan
banjir, banyak jenazah yang ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh. Keadaan ini
menimbulkan dilema besar baik dari segi hukum Islam maupun aspek teknis,
khususnya dalam identifikasi dan penghormatan terhadap jenazah (Kalam Daud &

Kamalussafir, 2018).
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Bencana alam, seperti tsunami yang terjadi pada 2004 di Aceh atau gempa
bumi di Yogyakarta pada 2006, memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam
menangani jenazah yang tidak utuh. Dalam situasi darurat semacam itu,
terbatasnya waktu, tenaga, dan sarana pengurusan jenazah sering kali membuat
prosedur pengurusan jenazah tidak bisa dilakukan secara utuh (Samantha et al.,
2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum Islam
memandang penanganan jenazah dalam kondisi seperti ini. Apakah prinsip-prinsip
dasar dalam hukum Islam masih dapat diterapkan dalam situasi darurat yang
penuh keterbatasan? Bagaimana jika sebagian besar tubuh jenazah tidak
ditemukan, atau jika jenazah dalam kondisi yang sangat rusak?

Pada kajian forensik, penanganan jenazah yang tidak utuh membutuhkan
pendekatan teknis yang dapat memastikan identifikasi jenazah secara akurat. Sains
forensik, khususnya dalam hal identifikasi korban bencana, memainkan peran yang
sangat penting dalam memastikan bahwa jenazah yang ditemukan, meskipun dalam
kondisi tidak utuh, dapat dikenali dan diperlakukan dengan benar sesuai dengan
hak-haknya (Alya & Yusuf, 2026). Proses identifikasi jenazah dalam situasi seperti
ini mencakup penggunaan metode forensik, seperti identifikasi melalui sidik jari,
DNA, dan analisis gigi, yang memungkinkan pihak berwenang untuk memastikan
siapa jenazah tersebut, meskipun bagian tubuhnya tidak lengkap (Muhammad et al.,
2020). Dalam konteks ini, kolaborasi antara hukum Islam dan sains forensik menjadi
sangat relevan.

Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur penanganan jenazah yang tidak
utuh dalam situasi darurat, karena hukum ini lebih banyak mengatur tata cara
pengurusan jenazah dalam kondisi normal (Prasetio et al., 2024). Namun, prinsip-
prinsip hukum Islam seperti menghormati martabat manusia, menjaga hak-hak
jenazah, dan memberikan perhatian khusus pada setiap bagian tubuh jenazah tetap
harus diperhatikan, bahkan dalam situasi darurat. Dalam hal ini, ulama

kontemporer berpendapat bahwa prinsip dasar hukum Islam terkait penanganan
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jenazah, yaitu menghormati jenazah dan tidak mengabaikannya, tetap dapat
diterapkan meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat ketentuan mengenai penguburan
jenazah dalam keadaan tidak utuh. Menurut para ulama, jika bagian tubuh jenazah
tidak ditemukan, maka yang terpenting adalah niat dan usaha untuk tetap
melakukan penguburan dengan cara yang sesuai dengan syariat, meskipun tubuh
jenazah tidak utuh (Lembong, 2017). Dalam beberapa kasus, jika jenazah sangat
sulit dikenali, hukum Islam mengizinkan untuk dilakukan penguburan dalam
keadaan terbatas, asalkan niat untuk menghormati jenazah tetap dijaga.

Dalam kajian sains forensik, penanganan jenazah yang tidak utuh juga
memerlukan pendekatan yang berbeda. Dalam kondisi darurat, teknik-teknik
forensik seperti identifikasi menggunakan DNA, sidik jari, dan analisis forensik
lainnya sangat diperlukan untuk memastikan identitas korban dan memastikan
bahwa jenazah tersebut dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum
agama maupun hukum Negara (Azmi, 2021). Sains forensik dapat menyediakan
bukti ilmiah yang diperlukan untuk mendukung pengurusan jenazah secara baik,
meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna.

Meskipun ada kemajuan dalam bidang forensik, permasalahan yang muncul
adalah bagaimana kedua bidang ini—hukum Islam dan sains forensik—dapat
bekerja sama dalam situasi darurat (Habiburrahman & Yudhistira, 2021). Salah
satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa proses
identifikasi dan penguburan jenazah yang tidak utuh dapat dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip penghormatan jenazah dalam Islam, sekaligus memanfaatkan
kemajuan dalam sains forensik untuk memastikan identifikasi yang akurat (Hadi et
al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana
hukum Islam memandang penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi
darurat dan bagaimana sains forensik dapat mendukung pelaksanaan prosedur
tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali solusi terhadap masalah-

masalah praktis yang dihadapi dalam penanganan jenazah yang tidak utuh, dengan
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mempertimbangkan kondisi darurat yang sering kali membatasi pelaksanaan
prosedur pengurusan jenazah secara utuh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengkaji apakah ada ruang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum
Islam dengan teknik-teknik forensik yang ada, sehingga dapat ditemukan solusi
yang tepat dan seimbang dalam penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi
darurat (Razak et al., 2025). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan
rekomendasi tentang bagaimana memperlakukan jenazah yang tidak utuh dalam
situasi darurat, dengan tetap menghormati hukum Islam dan menggunakan
teknologi forensik secara maksimal untuk memastikan bahwa hak-hak jenazah tetap

dihormati.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk
menganalisis penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat dari
perspektif hukum Islam dan sains forensik. Metode ini dipilih karena mampu
menggali pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum Islam terkait
pengurusan jenazah yang tidak utuh, serta penerapan teknik-teknik forensik dalam
kondisi darurat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data
kualitatif yang relevan untuk memahami pandangan hukum Islam dan prosedur
sains forensik dalam konteks penanganan jenazah yang tidak utuh. Tahapan
Penelitian Meliputi;
1. Studi Literatur

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan literatur yang relevan mengenai
hukum Islam terkait dengan pengurusan jenazah dalam kondisi darurat, serta
prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara penguburan jenazah dalam Islam.
Selain itu, kajian juga mencakup literatur tentang teknik-teknik forensik dalam
identifikasi jenazah yang tidak utuh. Studi literatur ini dilakukan untuk
memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam mengenai kedua perspektif

tersebut.
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2. Analisis Dokumen
Dokumen-dokumen terkait, seperti fatwa-fatwa ulama, buku teks hukum
Islam, serta artikel-artikel ilmiah tentang forensik, akan dianalisis untuk
mengidentifikasi keselarasan antara hukum Islam dan praktik-praktik forensik
dalam penanganan jenazah yang tidak utuh. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis
untuk melihat bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam situasi darurat.
3. Wawancara dengan Ahli
Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan para ahli hukum Islam,
ulama, serta profesional dalam bidang forensik, seperti ahli patologi forensik dan
ahli identifikasi jenazah. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan
pandangan praktis tentang bagaimana penanganan jenazah yang tidak utuh
seharusnya dilakukan dalam situasi darurat, serta bagaimana mengintegrasikan
prinsip-prinsip Islam dengan teknik-teknik forensik.
4. Analisis Data
Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara akan dianalisis secara
tematik. Analisis ini akan mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan
penanganan jenazah yang tidak utuh, baik dari sisi hukum Islam maupun dari
perspektif forensik. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan
rekomendasi terkait penanganan jenazah dalam situasi darurat dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip syariat dan prosedur ilmiah yang berlaku. Melalui
pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, solusi,
dan kemungkinan integrasi antara hukum Islam dan sains forensik dalam

penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanganan Jenazah yang Tidak Utuh
dalam Situasi Darurat
Penanganan jenazah dalam Islam merupakan bagian dari kewajiban yang
harus dilakukan oleh umat Muslim dengan penuh penghormatan, tidak hanya

sekadar ritual, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat
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manusia. Hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para
ulama, mengatur dengan rinci tata cara pengurusan jenazah yang meliputi proses
memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah (Darlis,
2018). Namun, dalam situasi darurat, seperti bencana alam, kecelakaan massal,
atau situasi perang, penanganan jenazah yang tidak utuh menjadi tantangan
tersendiri (Harry et al., 2024).

Hukum Islam tidak memberikan panduan langsung tentang penanganan
jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat. Namun, prinsip dasar yang ada
dalam Islam adalah untuk menghormati jenazah, menjaga martabatnya, serta
memastikan proses penguburan dilakukan dengan niat yang baik (Puspita et al.,
2025). Beberapa ulama berpendapat bahwa dalam kondisi darurat, seperti
bencana yang menyebabkan jenazah dalam keadaan terpotong atau rusak, yang
terpenting adalah niat untuk menghormati jenazah dan menguburkannya
dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang ada (JASMINE, 2014).

Hukum Islam memberikan ruang untuk fleksibilitas, yakni dapat
disesuaikan dengan kondisi darurat yang dihadapi. Misalnya, jika sebagian
tubuh jenazah tidak ditemukan atau sangat rusak, penguburan tetap harus
dilakukan secepat mungkin dengan tetap menjaga prinsip dasar penghormatan
terhadap jenazah (Siregar, 2025). Hal ini sejalan dengan kaidah fighiyyah yang
menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, suatu kewajiban dapat diringankan
atau disesuaikan untuk tujuan kemaslahatan umat, tanpa mengurangi makna
penghormatan terhadap jenazah.

Ulama juga menekankan bahwa penghormatan terhadap jenazah tidak
hanya terbatas pada penguburan, tetapi juga pada cara jenazah diperlakukan
sebelum dan sesudah meninggal (Aprianto et al., 2021). Dalam kasus-kasus
tertentu, seperti korban bencana alam, hukum Islam mengedepankan prinsip
menghargai martabat korban dan keluarga korban. Dalam konteks ini, beberapa

pendapat menyarankan agar jika jenazah tidak utuh, bagian-bagian tubuh yang

151 | I'tigadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vo. 3 No. 2 Juni 2026


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319090983508
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319410848353

Penangan Jenazah Tidak Utuh Dalam Situasi Darurat: Analisis Persepektif Hukum Islam

Dan Sains Forensik | Taufiq, Rahmat Hidayat, Irwan

ditemukan tetap harus dikuburkan secara terpisah, tetapi dengan tetap
memperhatikan adab yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Penting untuk diingat bahwa dalam situasi seperti bencana, faktor waktu
dan keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi proses penguburan jenazah.
Oleh karena itu, dalam kondisi darurat, pengurusan jenazah dapat dilakukan
dengan prioritas pada kecepatan dan penghormatan, meskipun tidak sepenuhnya
mengikuti prosedur ideal. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan toleransi
selama tidak ada pengabaian terhadap hak-hak jenazah secara prinsipial.

Sebagai contoh, dalam tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004, banyak
jenazah yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Para ulama pada saat itu
berpendapat bahwa meskipun jenazah tidak ditemukan secara lengkap,
penguburan harus tetap dilakukan sesuail dengan syariat Islam dengan tujuan
agar jenazah tetap dihormati (Sari, 2021). Proses ini didasarkan pada prinsip
maslahat dan kewajiban untuk segera menuntaskan penguburan, demi
menghindari kerusakan lebih lanjut pada jenazah (Gracia In Junika Tatodi,
2019).

Dalam konteks hukum Islam, ada pula perdebatan mengenai apakah
jenazah yang tidak utuh dapat diperlakukan seperti jenazah utuh dalam hal-hal
tertentu, misalnya dalam hal shalat jenazah. Meskipun sebagian besar ulama
sepakat bahwa shalat jenazah hanya dilakukan pada jenazah yang utuh, ada juga
pandangan yang memperbolehkan shalat jenazah dilakukan meskipun jenazah
tidak utuh, dengan alasan bahwa niat untuk menghormati jenazah tetap menjadi
prioritas utama (Koritelu et al., 2024). Hal ini menggambarkan bahwa hukum
Islam mengutamakan niat dan usaha dalam menghormati jenazah, meskipun
kondisi fisik jenazah tidak sempurna.

Fatwa kontemporer mengizinkan penguburan jenazah yang tidak utuh di
tempat yang sama, dengan syarat dilakukan dengan penuh kehormatan, seperti
yang dilakukan pada bencana besar lainnya (McCormack, 2015). Hal ini

memberikan ruang bagi penanganan jenazah yang lebih fleksibel dalam kondisi
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darurat, tanpa mengurangi makna dan tujuan dari prosesi penguburan itu

sendiri.

2. Pendekatan Forensik dalam Penanganan Jenazah yang Tidak Utuh

Penanganan jenazah yang tidak utuh menghadirkan tantangan teknis
yang besar, terutama dalam hal identifikasi jenazah. Dalam kondisi darurat,
seperti bencana alam atau kecelakaan massal, proses identifikasi jenazah
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa jenazah tersebut dapat
dikenali dan diberi penghormatan yang layak (Bastiar, 2021). Untuk itu, sains
forensik menggunakan berbagai metode ilmiah, seperti analisis DNA, sidik jari,
serta identifikasi melalui gigi dan tulang, guna mengidentifikasi korban.

Salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam identifikasi jenazah
yang tidak utuh adalah analisis DNA. Meskipun bagian tubuh jenazah tidak
utuh, sisa-sisa tubuh seperti darah, rambut, atau jaringan tubuh lainnya dapat
digunakan untuk mengambil sampel DNA yang kemudian dianalisis untuk
menentukan identitas jenazah (Muhammad et al.,, 2020). Proses ini sangat
bergantung pada teknologi laboratorium dan keterampilan teknis, yang
memungkinkan jenazah yang terpotong atau hancur dapat diidentifikasi dengan
akurat.

Selain analisis DNA, metode identifikasi lainnya yang sering digunakan
adalah analisis gigi. Gigi memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan bagian tubuh lainnya, sehingga sering kali tetap utuh meskipun tubuh
mengalami kerusakan parah (Suhaimi et al., 2023). Dengan menggunakan data
rekam medis atau catatan gigi, forensik dapat mengidentifikasi jenazah
meskipun hanya bagian gigi yang ditemukan. Proses ini membantu memastikan
bahwa korban bencana dapat dikenali dengan benar, sehingga hak-haknya dapat
dihormati dan proses penguburan dapat dilakukan sesuai dengan identitasnya.

Namun, dalam situasi darurat yang sangat mendesak, seperti saat

tsunami atau gempa bumi besar, teknik-teknik identifikasi ini sering kali
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terkendala oleh keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, prioritas
utama adalah melakukan identifikasi dengan metode yang paling cepat dan
efektif, meskipun tidak semua jenazah dapat diidentifikasi secara lengkap.
Forensik juga berperan penting dalam proses pengumpulan bukti dan investigasi
lebih lanjut, jika diperlukan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan
kecelakaan atau tindakan kriminal, forensik dapat membantu mengidentifikasi
penyebab kematian dan memberikan bukti yang dibutuhkan untuk proses
hukum. Dalam kasus bencana alam, forensik berperan dalam mengidentifikasi
jumlah korban dan jenis kelamin, yang pada gilirannya membantu dalam proses
administrasi penguburan dan distribusi bantuan.

Tantangan utama dalam penanganan jenazah yang tidak utuh dalam
situasi darurat adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli (B. Anjelia, R. Syifa
Najwa, S. Alifia Hidayat, 2024). Banyak daerah yang terkena bencana besar tidak
memiliki fasilitas laboratorium forensik yang memadai, sehingga identifikasi
jenazah menjadi lebih sulit dilakukan dengan cara yang akurat dan cepat. Dalam
hal ini, pihak berwenang sering kali bekerja sama dengan lembaga forensik dari
luar daerah atau negara untuk memberikan bantuan teknis dalam proses
identifikasi.

Pentingnya sinergi antara hukum Islam dan sains forensik sangat terlihat
dalam penanganan jenazah yang tidak utuh (Ummah, 2019). Sains forensik
menyediakan solusi teknis untuk mengidentifikasi jenazah, sementara hukum
Islam memberikan panduan moral dan etika dalam memperlakukan jenazah.
Kolaborasi antara keduanya memastikan bahwa meskipun kondisi jenazah tidak
utuh, proses pengurusan tetap dilakukan dengan menghormati hak-hak jenazah

dan mengikuti prinsip-prinsip agama yang berlaku.

3. Integrasi Hukum Islam dan Forensik dalam Penanganan Jenazah Tidak Utuh
Integrasi hukum Islam dan forensik dalam penanganan jenazah tidak utuh
merupakan kebutuhan penting dalam situasi bencana, kecelakaan, konflik

bersenjata, tindak pidana, ledakan, kebakaran, atau peristiwa lain yang
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menyebabkan tubuh korban tidak ditemukan secara lengkap. Persoalan ini tidak
hanya berkaitan dengan aspek medis-teknis, tetapi juga menyangkut
penghormatan terhadap martabat manusia, kepastian identitas korban, hak
keluarga, serta kewajiban keagamaan dalam penyelenggaraan jenazah (Arifin,
2016). Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terpadu antara
norma hukum Islam, prinsip hukum internasional, dan prosedur forensik
modern.

Dalam hukum Islam, jenazah tetap memiliki kehormatan sebagaimana
manusia ketika hidup. Prinsip karamah al-insan menegaskan bahwa tubuh
manusia tidak boleh diperlakukan secara sembarangan, baik dalam keadaan
hidup maupun setelah meninggal dunia. Karena itu, jenazah Muslim wajib
diperlakukan dengan hormat melalui proses memandikan, mengafani,
menyalatkan, dan menguburkan (Samantha et al., 2023). Namun, ketika jenazah
tidak utuh, rusak berat, atau hanya ditemukan sebagian anggota tubuh, fikih
memberikan ruang kemudahan berdasarkan kaidah al-masyaqqah tajlib al-
taysir, yaitu kesulitan dapat menghadirkan keringanan hukum. Bagian tubuh
yang ditemukan tetap harus dihormati, dibungkus secara layak, dishalatkan
menurut pendapat ulama yang membolehkan, dan dikuburkan dengan tata cara
yang menjaga martabatnya. ICRC juga mencatat bahwa dalam perspektif hukum
Islam, anggota tubuh yang terpisah tetap harus diperlakukan secara bermartabat
dan dikuburkan secara layak.

Ilmu forensik berperan sebagai instrumen ilmiah untuk memastikan
identitas korban dan menjelaskan sebab kematian. Pada jenazah tidak utuh,
identifikasi visual sering kali tidak memadai. Karena itu, diperlukan
pemeriksaan sidik jari, gigi, DNA, antropologi forensik, barang pribadi, pakaian,
serta pencocokan data ante-mortem dan post-mortem (Bintarawati et al., 2023).
INTERPOL melalui pedoman Disaster Victim Identification menempatkan proses
1dentifikasi korban dalam beberapa tahap, termasuk pemeriksaan tempat

kejadian, pengumpulan data post-mortem, pengumpulan data ante-mortem, dan

155 | I'tigadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vo. 3 No. 2 Juni 2026


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319090983508
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319410848353

Penangan Jenazah Tidak Utuh Dalam Situasi Darurat: Analisis Persepektif Hukum Islam

Dan Sains Forensik | Taufiq, Rahmat Hidayat, Irwan

rekonsiliasi data. Pemeriksaan post-mortem dapat mencakup data biometrik

seperti sidik jari, data gigi, dan DNA. Dengan demikian, forensik tidak

bertentangan dengan hukum Islam selama dilakukan atas dasar kebutuhan yang

sah, proporsional, tidak merendahkan jenazah, dan bertujuan menjaga hak
korban serta keluarganya.

Dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional,
jenazah korban harus dihormati dan dilindungi. Hukum kebiasaan humaniter
Iinternasional melarang mutilasi jenazah dan mewajibkan pihak-pihak dalam
konflik mengambil langkah yang memungkinkan untuk mencegah penodaan atau
penjarahan terhadap orang yang telah meninggal. ICRC juga menegaskan bahwa
orang yang meninggal dalam konflik bersenjata harus diperlakukan dengan
hormat, dilindungi, dicari, dikumpulkan, diidentifikasi, dan dikelola dengan
memperhatikan hak keluarga serta keyakinan keagamaan korban. Prinsip ini
sejalan dengan hukum Islam yang menempatkan penghormatan terhadap
jenazah sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan forensik dapat dipahami
sebagal model penanganan jenazah tidak utuh yang menggabungkan kepatuhan
syariah, kepastian ilmiah, dan standar kemanusiaan internasional. Hukum Islam
memberikan kerangka etik-religius agar jenazah tetap dihormati, sementara
forensik menyediakan metode ilmiah untuk identifikasi dan pembuktian hukum.
Hukum internasional memperkuat keduanya melalui prinsip perlindungan
martabat manusia dan hak keluarga untuk mengetahui nasib korban. Dalam
praktiknya, integrasi ini menuntut kerja sama antara aparat penegak hukum,
tenaga medis-forensik, tokoh agama, lembaga kemanusiaan, dan keluarga
korban. Prosedur yang ideal meliputi pengamanan lokasi, dokumentasi bagian
tubuh, identifikasi forensik, konsultasi fikih, pencatatan administratif, serta
pemakaman sesuai agama korban sejauh memungkinkan. Model ini penting agar
penanganan jenazah tidak utuh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil,

manusiawi, religius, dan sesuai dengan standar kemanusiaan global.
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D. KESIMPULAN

Penanganan jenazah tidak utuh dalam situasi darurat merupakan persoalan
yang menuntut pendekatan terpadu antara hukum Islam dan sains forensik. Dalam
perspektif hukum Islam, jenazah tetap memiliki kehormatan yang wajib dijaga
meskipun tubuhnya tidak lagi lengkap akibat bencana, kecelakaan, konflik,
kebakaran, atau tindak pidana. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia
menjadi dasar bahwa setiap bagian tubuh yang ditemukan harus diperlakukan
secara layak, tidak diabaikan, dan diurus sesuai kemampuan. Ketentuan fikih
memberikan ruang kemudahan dalam kondisi darurat melalui kaidah bahwa
kesulitan dapat mendatangkan keringanan hukum. Oleh karena itu, apabila proses
memandikan jenazah tidak memungkinkan, maka dapat ditempuh cara lain yang
tetap menjaga nilai kesucian, kehormatan, dan kemanusiaan.

Sains forensik memiliki peran penting dalam mendukung penanganan
jenazah tidak utuh, terutama untuk memastikan identitas korban, mengetahui
sebab kematian, serta membantu proses hukum dan administrasi keluarga.
Pemeriksaan DNA, sidik jari, odontologi forensik, antropologi forensik, serta
pencocokan data korban menjadi instrumen ilmiah yang dapat memberikan
kepastian. Dalam konteks ini, forensik tidak bertentangan dengan hukum Islam

selama dilakukan secara proporsional, beretika, dan bertujuan untuk kemaslahatan.
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